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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130/PMK.03/2009

TENTANG

TATA CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG
PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN PENERIMAAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak dan Kewgiban Perpgakan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpgjakan sebagaimana telah bebergpa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpgakan
Untuk Kepentingan Penerimaan Negara;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgjakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4999);
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Menetapkan :

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Kewgiban Perpgakan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4797);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA
CARA PENGHENTIAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN UNTUK KEPENTINGAN
PENERIMAAN NEGARA.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpgakan
yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpgakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2009.

2. Penyidikan tindak pidana di bidang perpgakan yang
selanjutnya disebut penyidikan adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tindak pidana di bidang perpgakan yang terjadi serta
menemukan tersangkanya, sepanjang belum dilimpahkan ke
pengadilan.

3. Penyidik adalah pejabat Pegawa Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Direktorat Jenderal Pgak yang diberi wewenang
khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak
pidana di bidang perpg akan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pasal 2

(D)Untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan
Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan
penyidikan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan
sg ak tanggal surat permintaan.

(2)Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dilakukan setelah Waqjib Pgak melunas pagak yang
tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak
dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administras berupa
denda sebesar 4 (empat) kali dari pgak yang tidak atau kurang
dibayar atau yang seharusnyatidak dikembalikan.

Pasal 3

Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak
dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dihitung sebesar:

a. jumlah kerugian pada pendapatan negara yang tercantum
dalam berkas perkara dalam ha penghentian penyidikan
dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh
Penuntut Umum; atau

b. jumlah kerugian pada pendapatan negara yang dihitung oleh
penyidik atau ahli yang dituangkan dalam laporan kemauan
dalam hal penghentian penyidikan dilakukan pada saat
penyidikan masih berjalan.

Pasa 4

(DUntuk memperolen penghentian penyidikan sebagaimana
dimaksud daam Pasa 2, Wagib Pagak mengaukan
permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dengan
memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak.

(2)Permohonan berikut tembusannya sebagal mana dimaksud pada
ayat (1) dilampiri dengan pernyataan yang beris pengakuan
bersalah dan kesanggupan melunasi dengan menggunakan
contoh format surat sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.
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Pasal 5

(1)Setelah menerima permohonan dari Wajib Pgak, Menteri
Keuangan meminta kepada Direktur Jenderal Pgak untuk
melakukan penelitian dan memberikan pendapat sebagal bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

(2)Dalam rangka menindaklanjuti permintaan Menteri Keuangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak
meminta kepada Wajib Pgjak untuk menyerahkan jaminan
pelunasan dalam bentuk escrow account sebesar pgak yang
tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak
dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administras berupa
denda sebesar 4 (empat) kali dari pgak yang tidak atau kurang
dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan sebagamana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(3)Berdasarkan permintaan Menteri Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jendera Pgak
menyampaikan hasil penelitian kepada Menteri Keuangan yang
paling sedikit memuat:

a.namaWgjib Pgak;

b.Nomor Pokok Wajib Pgak;

c.namatersangka;

d.kedudukan/jabatan tersangka;

e. Tahun Pgak;

f. tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan;
g.tahapan perkembangan penyidikan;

h.jumlah pgak yang tidak atau kurang dibayar atau yang
seharusnya tidak dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3;

I.jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account
sebagal mana dimaksud pada ayat (2); dan

J. pendapat Direktur Jenderal Pagjak.
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Pasal 6

(1)Dengan memperhatikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud
dadam Pasal 5 ayat (3), Menteri Keuangan berdasarkan
pertimbangannya dapat menyetujui atau menolak permohonan
Wajib Pgjak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

(2)Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui permohonan Wajib
Pajak, Menteri Keuangan mengajukan surat permintaan kepada
Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan.

(3)Surat permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserta
dengan alasan untuk menghentikan penyidikan yang meliputi:

a. pertimbangan untuk kepentingan penerimaan negara; dan

b.kesanggupan Wajib Pgak melunas paak dan ditambah
sanks administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44B Undang-Undang
KUP dengan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow
account.

(4)Dalam hal Menteri Keuangan menolak permohonan Wajib
Pajak, Menteri Keuangan menyampalkan surat pemberitahuan
kepada Wajib Pajak.

Pasal 7

(1)Dalam hal Jaksa Agung menyetujui permintaan Menteri
Keuangan untuk menghentikan penyidikan, Menteri Keuangan
segera menyampai kan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal
Pagjak untuk memerintahkan Wajib Pgak agar mencarkan
jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account sebaga mana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan menggunakan surat
setoran pg ak.

(2)Setelah menerima surat setoran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Menteri Keuangan segera menyampaikan
pemberitahuan mengenai pelunasan tersebut kepada Jaksa
Agung sebagai syarat penghentian penyidikan.

(3)Berdasarkan pemberitahuan Menteri Keuangan sebagamang
dimaksud pada ayat (2), Jaksa Agung menerbitkan Surat



